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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat sragen 
tidak taat pada aturan hukum berlalu lintas dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak polres sragen 
dalam rangka penanggulangan pelanggaran lalu lintas agar tidak selalu meningkat pertahunya. 
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis 
normatif, sedangkan jenis penelitianya adalah diskriptif, dengan tujuanya untuk memberikan data 
seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses penyelesaian hukumnya 
dalam pelanggaran lalu lintas, serta upaya-upaya penanggulanganya oleh kepolisian. Menggunakan 
jenis data primer dan data sekunder. Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dengan  cara  
studi  wawancara dan studi  kepustakaan. Analisa yang di gunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa kendala yang menyebabkan masyarakat tidak taat pada aturan hukum berlalu lintas di 
wilayah daerah Sragen, di pengaruhi oleh faktor masyarakat pengemudi kendaraan dan faktor 
penegak hukumnya yakni pihak kepolisian. Terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia 
adalah kurangnya perhatian dari masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, 
sedangkan dari pihak kepolisian adalah ketegasan dari aparat kepolisian dalam menegakan 
pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sragen yaitu melalui upaya preventif 
(pencegahan) dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi 
para pengguna jalan, serta melakukan patroli secara rutin. Sedangkan upaya represif (penindakan) 
adalah pembinaan yang dilakukan pihak kepolisian saat melakukan penilangan. 
 
Kata kunci: Pelanggaran. Masyarakat. dan Kepolisian. 
 
ABSTRACT 
This research aims to know the factors that cause society sragen disobeying traffic laws on the rule 
and the efforts that have been undertaken by parties to polres sragen in order to cope with traffic 
violations in order not to always increase year. The method of the approach used in this study are 
normative juridical approach methods, whereas this type of research is diskriptif, with the purpose 
of to provide meticulous data may be systematically and thoroughly about the description of the 
process of settlement of the law in traffic violations, as well as the prevention efforts by police. 
Using this type of primary data and secondary data. Method of data collection in this research study 
by means of interviews and the study of librarianship. Analysis on the use the author in this study is 
the analysis of qualitative data. Based on the results of the research and the discussion then it can be 
inferred that the constraints that cause society not conformed to the rule of law in the area of traffic 
areas in Sragen, contributes to the community by the drivers of vehicles and enforcement law i.e. the 
police. Violations of traffic related human factor was the lack of attention from the public to abide 
by traffic regulations, while from the police is the assertiveness of police in erecting a traffic 
violation that occurred. Efforts made by the police in tackling traffic offences in Sragen district, 
namely through the efforts of preventive (precautionary) and installation of traffic signs along the 
way as a guide for users of the road, as well as conducting patrols regularly. While the repressive is 
coaching done the police when making the offence. 
 





Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika 
yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari 
adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di 
setiap tahunya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jenis pelanggaran lalu lintas di 
wilayah Kepolisian Resor Sragen yang berjumlah 23.304 dari semua jenis pelanggaran 
lalu lintas di tahun 2014 menjadi 23.773 pelanggaran di tahun 2015.
1
 
Secara sederhana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat di definisikan sebagai, 
satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, 
Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2
 Pelanggaran adalah perbuatan 
(perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.
3
 Pelanggaran 
dalam pengertian yang lain dapat di artikan sebagai suatu perbutan yang melanggar 




Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya 
kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati 
peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat 
mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan. Kondisi ketidaksiapan 
pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat 
membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, selain penyebab-penyebab 
kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di 
jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi itu sendiri. 
Pembinanan dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan, memerlukan suatu 
aturan hukum yang tegas, serta mampu mencangkup seluruh penegakan pelanggaran 
yang terjadi, agar pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas  serta dapat di 
upayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Pada umumnya 
permasalahan pelanggaran lalu lintas sering di alami oleh setiap daerah di Indonesia, hal 
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tersebut dapat di buktikan dengan adanya indikasi angka kecelakan  lalu lintas yang 
sering meningkat di setiap tahunya. Perkembangan transportasi lalu lintas mengalami 
peningkatan yang sangat pesat, dimana keadaan tersebut merupakan wujud 
perkembangan teknologi yang semakin medern.
5
 
Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang 
tidak diinginkan oleh semua pihak, baik pihak pengemudi kendaraan dalam kecelakaan 
maupun korban, mengingat betapa sangat berharganya keselamatan seseorang terutama 
nyawa. Sudah seharusnya seseorang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut, harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan 
pelaku mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatanya, serta lebih berhati-
hati dalam berkendaraan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang sebagaimana penulis 
uraikan diatas juga sering terjadi di Kabupaten Sragen, oleh karena itu penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul Problematika Pelanggaran Lalu Lintas dan 
Upaya-Upaya Penanggulanganya oleh Kepolisian Pada Tahun 2015 (Studi Kasus Di 
Polres Sragen). 
Dari rumusan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui 
Faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat sragen tidak taat pada aturan hukum 
berlalu lintas, dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak polres sragen dalam rangka 
penanggulangan pelanggaran lalu lintas agar tidak selalu meningkat pertahunya. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis normatif, 
dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, 
serta undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-
permasalahan dalam penelitian yang penulis kaji, mengenai penanggulangan 
pelanggaran lalu lintas. Kajian di dasarkan pada aspek hukum, peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 
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masyarakat. Untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini, 
maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif, yaitu untuk memberikan data 
yang seteliti mungkin manusia, keadaan, atau gejala lainya.
6
 Tujuannya untuk 
memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran 
proses penyelesaian hukumnya dalam pelanggaran lalu lintas, serta upaya-upaya 
penanggulanganya oleh kepolisisan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Masyarakat Sragen Tidak Taat Pada 
Aturan Hukum Berlalu Lintas 
Tegaknya kedisiplinan dalam berlalu lintas sangat di pengaruhi oleh berbagai 
pihak, tidak hanya terbatas pada pengemudi kendaraan, tetapi juga melibatkan aparat 
penegak hukum, yang dalam hal ini adalah petugas kepolisian lalu lintas. Kesadaran 
akan kedisiplinan sangat di perlukan dalam upaya penegakan keteraturan berlalu lintas, 
selain itu ketegasan dari aparat dari penegak hukum juga sangat di perlukan apabila 
terjadinya pelanggaran berlalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan 
seluruh data dengan observasi dan wawancara langsung dengan pimpinan satuan lalu 
lintas polres sragen, maka di peroleh data mengenai ketidak taatan berlalu lintas di 
pengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari faktor masyarakat pengemudi kendaraan itu 
sendiri, maupun dari faktor penegak hukumnya yang dalam hal ini pihak kepolisian.
7
 
Upaya penegakan kedisiplinan dan kepatuhan dalam berlalu lintas khususnya 
bagi pengemudi kendaraan di daerah sragen mengalami beberapa kendala yang 
menyebabkan masyarakat tidak taat pada aturan hukum berlalu lintas. Adapun kendala 
tersebut antara lain sebagai berikut:
8
 
Faktor internal merupakan faktor penunjang terjadinya pelanggaran lalu lintas 
yang berasal dari dalam pengemudi kendaraan.
9
 Adapun faktor internal yang menjadi 
kendala dalam terciptanya ketertiban berlalu lintas, adalah sebagai berikut:
10
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Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya ketertiban mempunyai peranan 
penting, apabila masyarakat mampu menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukan 
sebagai wujud kesalahan yang harus di hindari, karena dapat merugikan diri sendiri 
maupun orang lain. Kesadaran akan pentingnya ketertiban harus menjadi budaya berlalu 
lintas dari masing-masing pribadi masyarakat, yang dimana kelancaran dan keselamatan 
saat berkendara merupakan suatu kebutuhan yang harus wajib di penuhi. 
Pendidikan yang baik tentunya akan berpengaruh dalam terciptanya pengetahuan 
yang benar dalam memahami berlalu lintas, sehingga persepsi dan pemahaman yang 
salah dapat di hindari saat berkendara. Pengetahuan dan pemahaman yang benar yang di 
tunjang dengan kepatuhan dalam melaksanakan rambu-rambu lalu lintas merupakan 
suatu upaya dalam menciptakan tatanan berlalu lintas secara benar. 
Adanya pola pikir yang menganggap bahwa pelanggaran yang terjadi sebagai 
tindakan biasa dan di anggap lumrah, karena menjadi tanggung jawab pribadi harus 
dapat dihindari. Anggapan yang salah apabila di lakukan secara berulang akan menjadi 
suatu budaya berlalu lintas yang salah. Upaya perubahan persepsi harus dilakukan 
dengan cara sosialisasi untuk memeberikan pemahaman yang benar saat berkendara 
merupakan salah satu langka yang harus dilakukan. 
Pemahaman berlalu lintas yang benar, seharusnya tidak hanya di terapkan pada 
diri sendiri, namun juga harus diterapkan kepada keluarga terdekat. Adanya pemahaman 
yang salah bahwa mengendarai kendaraan bermotor boleh dilakukan sejak kecil asalkan 
sudah mampu mengendari, harus di hilangkan. Realitanya anak yang masih di bawah 
umur saat berkendaara sering melanggar peraturan lalu lintas karena belum mengetahui 
dan memahami peraturan-peraturan lalu lintas secara benar.Perlu adanya kesadaran dari 
pihak orang tua untuk memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anaknya, 
sehingga kedisiplinan berlalu lintas dapat terwujud. 
Faktor eksternal merupakan faktor penunjang terjadinya pelanggaran lalu lintas 
yang berasal dari luar pengemudi kendaran.
11
Faktor eksternal yang menjadi kendala 
dalam terciptanya ketertiban berlalu lintas, adalah sebagai berikut:
12
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Masih adanya kekurangan faktor pendukung berlalu lintas berperan besar 
terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas. Adanya kekurangan faktor pendukung 
dalam berlalu lintas dapat dilihat dari jumlah rambu-rambu lalu lintas yang di pasang di 
jalan raya, terutama di daeerah yang di anggap rawan akan kemacetan dan kecelakaan. 
Faktor pendukung seperti adanya rambu-rambu lalu lintas mempunyai peranan penting 
dalam menunjang masyarakat untuk bertindak taat saat berkendara, bagaimanapun 
masyarakat akan merasa takut apabila melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas yang 
ada, karena apabila terjadi pelanggaran maka masyarakat tersebut akan mendapatkan 
sanksi. 
Keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, dalam penerapan sanksi nya kepada pihak pelanggar lalu lintas, 
bisanya menjadi kendala bagi pihak kepolisian di lapangan.
13
 Kendala mengenai 
ketentuan pemberian sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda, 
dimana dalam berbagai kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi aparat kepolisian 
sering memberikan sanksi berupa denda, di bandingkan dengan pemberian sanksi 
kurungan. Pemberian sanksi berupa denda di anggap kurang memberikan efek jera bagi 
pelanggar lalu lintas, terutama bagi orang yang mempunyai kekayaan. 
Instrumen hukum berupa sanksi yang di terima bagi pelanggar lalu lintas harus 
mampu ditegakan secara benar, adanya peraturan berupa undang-undang yang mengatur 
secara tegas akan sanksi yang di berikan bagi pelanggar lalu lintas tentunya akan 
memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Keadaan tersebut akan berbeda atau bahkan 
sebaliknya, apabila instrumen peraturan hukum yang ada di anggap tidak tegas dan 
tidak mampu mengakomodir terhadap sanksi bagi pelanggar, maka pengemudi 
kendaraan akan lebih cenderung berani untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. 
Ketegasan dari aparat penegak hukum juga mempunyai peranan penting dalam 
terciptanya ketertiban berlalu lintas. Penegakan hukum harus mampu di tegakan oleh 
pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran berlalu lintas, apabila hal tersebut tidak 
terjadi maka akan menyebabkan persepsi yang salah dari masyarakat, khususnya 
pelanggar lalu lintas tersebut. Aparat penegak hukum harus tetap tegas tanpa mau 
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memperdulikan suap atau bentuk lain yang berupaya untuk menggugurkan pelanggaran 
yang terjadi 
Upaya pelaksanaan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pihak 
kepolisian sering kali mengalami kendala yang menyebabkan masyarakat tidak taat 




Faktor internal merupakan faktor kendala yang berasal dari dalam kepolisian itu 
sendiri, dimana pihak kepolisian mengalami beberapa kendala dalam upaya penegakan 
pelanggaran lalu lintas. Adanya kendala tersebut sering menyebabkan masyarakat untuk 
melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun faktor internal dari pihak kepolisian yang 
menjadi kendala dalam terciptanya ketertiban berlalu lintas, adalah sebagai berikut:
15
 
Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pihak kepolisian 
terkendala pada jumlah personil yang dimiliki. Kekurangan personil tersebut biasanya 
dapat di lihat dengan masih banyaknya titik-titik rawan terjadinya pelanggaran lalu 
lintas yang belum terjaga oleh petugas Satlantas. Penempatan petugas Satlantas di 
daerah yang di anggap rawan akan kemacetan dan kriminal harus dilakukan. 
Kekurangan anggota kepolisian akan berpengaruh pada kedisiplinan masyarakat saat 
berkendara, karena biasanya masyarakat cenderung lebih berani melakukan pelanggaran 
lalu lintas apabila tidak ada petugas kepolisian. 
Jumlah kendaraan patroli yang terbatas untuk melakukan kegiatan penegakan 
pelanggaran lalu lintas akan berpengaruh kepada masyarakat saat melakukan kegiatan 
berlalu lintas, terutama di daerah tertentu yang memang susah di jangkau oleh aparat 
kepolisian, yang dimana untuk menjangkau di daerah tersebut harus menggunakan 
kendaraan khusus. Minimnya kendaraan kepolisian untuk melakukan patroli 
menyebabkan kinerja kepolisian sedikit terhambat, kendala tersebut menyebabkan 
masyarakat tidak terkontrol dalam melakukan kegiatan berlalu lintas, sehingga ada 
kesan masyarakat untuk seenaknya sendiri, tanpa mempedulikan adanya penegakan 
hukum dari pihak kepolisian. 
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Dana yang di butuhkan untuk operasional pihak kepolisian yang bertujuan untuk 
keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas, apabila terjdi 
kekurangan akan mengakibatkan dampak dari kegiatan operasional kepolisian yang 
kurang optimal. Keberadaan dana operasional yang cukup mempunyai andil yang besar 
dalam terciptanya kegiatan operasional dari pihak kepolisian yang berkualitas. 
Berkurangnya kegiatan operasional dari pihak kepolisian memberikan dampak 
keleluasaan bagi masyarakat dalam berlalu lintas tanpa batasan atau pengawasan, 
sehingga masyarakat mempunyai ruang untuk melakukan pelanggaran saat berlalu 
lintas, karena kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian yang di sebabkan terkendala 
dana operasional tersebut. 
Adanya oknum aparat kepolisian yang nakal atau mau menerima suap, serta 
kurang dalam mematuhi peraturan akan berdampak kepada masyarakat dalam 
menyikapi pelanggaran yang telah dilakukan. Ketidak patuhan oknum kepolisian dapat 
dilihat saat terjadinya tilang kendaraan, apakah pihak kepolisian akan tetap 
memberlakukan tilang tersebut atau malah akan memberhentikan proses tilang tersebut 
apabila pelaku pelanggar memberikan uang suap untuk berdamai. Terjadinya tindakan 
nakal dari oknum kepolisian saat melakukan tilang menyebabkan ada anggapan dari 
masyarakat bahwa jenis pelanggaran lalu lintas dapat di selesaikan secara damai, 
sehingga menyebabkan masyarakat lebih cenderung untuk berani melakukan 
pelanggaran lalu lintas. 
Faktor eksternal merupakan faktor kendala yang berasal dari luar pihak 
kepolisian, dimana pihak kepolisian mengalami beberapa kendala dalam upaya 
penegakan pelanggaran lalu lintas. Adanya kendala tersebut sering menyebabkan 
masyarakat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun faktor eksternaldari pihak 




Masih kurangnya faktor pendukung dalam penegakan berlalu lintas seperti 
terbatasnya jumlah rambu-rambu lalu lintas di daerah yang di anggap rawan akan 
kemacetan, tentunya akan berpengaruh kepada ketaatan dan kepatuhan masyarakat 
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dalam berkendara, yang dimana adanya kemacetan tersebut akan memacu timbulnya 
angka pelanggaran lalu lintas. Kurangnya jumlah rambu-rambu lalu lintas di daerah 
yang rawan kemacetan tentunya berdampak pada perilaku masyarakat dalam 
berkendara, apabila dalam daerah tersebut telah terjadi kemacetan, tentunya masyarakat 
akan melakukan upaya apapun untuk keluar dari kemacetan tersebut, meskipun harus 
melanggar peraturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah. 
Masih kurangnya faktor pendukung dalam penegakan berlalu lintas seperti 
terbatasnya pos-pos penjagaan pada daerah yang di anggap rawan akan pelanggaran dan 
kecelakaan lalu lintas, tentunya akan berpengaruh kepada ketaatan dan kepatuhan 
masyarakat dalam berkendara.Tidak adanya pos penjagaan di daerah yang rawan 
kemacetan dan kecelakaan tentunya akan berbahaya bagi perilaku pengemudi yang 
tidak taat dalam berkendara. Masyarakat dalam mengemudikan kendaraan terkadang 
lebih mementingkan kecepatan, dari pada keselamatan, yang dimana seharusnya 
keselamatan bukan lagi menjadi kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi 
pengendara. 
Pemberian sanksi kepada pihak pelanggar lalu lintas, bisanya menjadi kendala 
pihak kepolisian di lapangan. Kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pemberian sanksi masih 
terdapat pilihan antara kurungan atau denda, dimana pemberian sanksi berupa denda 
biasanya kurang memberikan efek jera, apalagi bagi orang yang mempunyai kekayaan, 
membayar denda berupa uang sangat mudah di lakukan, sehingga timbulnya efek jera 
bagi pelaku pelangar lalu lintas sangat kecil. 
Berdasarkan kendala yang di hadapai Satlantas Polres Sragen yang telah di 
uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala tersebut disebabkan oleh dua 
faktor utama yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri, selain itu kendala 
yang muncul juga di tunjang oleh sarana dan prasarana yang mempengaruhi ketertiban 
di jalan, seperti rambu-rambu lalu lintas. Program kegiatan dari Satlantas dari Polres 
Sragen, baik dalam kegiatan pencegahan yang belum di laksanakan secara penuh juga 
mempengaruhi dari jumlah pelanggaran yang terjadi di wilayah Sragen. Pendapat 
tersebut juga senada dengan Ibu Sukmawati A, S.pd, M.H selaku Kepala Satuan Lalu 
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Lintas di Polres Sragen, beliau mengatakan bahwa salah satu penyebab masih tingginya 
terjadinya pelanggaran di wilayah Polres Sragen karena masih rendahnya kesadaran 
masyarakat, untuk melakukan budaya lalu lintas secara benar, hal tersebut juga di 
tunjang masih kurangnya sarana prasarana seperti rambu-rambu lalu lintas, terutama di 




Upaya Yang Dilakukan Polres Sragen Dalam Rangka Penanggulangan 
Pelanggaran Lalu Lintas 
Menciptakan ketaatan berlalu lintas pada dasarnya tidak semudah membalikan 
telapak tangan, di perlukan adanya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, serta 
ketegasan dari petugas kepolisian dalam menegakan peraturan yang ada. Kesadaran 
masyarakat dalam berlalu lintas masih di anggap sangat lemah, oleh karenanya di 
perlukan berbagai upaya dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat dalam 
berlalu lintas.Berbagai bentuk upaya pencegahan terus berusaha dilakukan oleh pihak 
kepolisian, seperti yang dilakukan oleh polres sragen dengan melalui upaya pencegahan 
secara preventif dan represif.
18
 
Kegiatan Satlantas Polres Sragen dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas 
adalah dengan melakukan upaya pencegahan secara preventif. Pencegahan tersebut di 
lakukan denganmengadakan beberapa kegiatan antara lainsebagai berikut:
19
 
Kegiatan pengaturan lalu lintas dilakukan secara rutin setiap hari dan secara 
bergiliran oleh anggota kepolisian untuk mengatasi kemacetan dan pelanggaran yang 
terjadi dalam wilayah Polres Sragen. Petugas satlantas yang ditempatkan mempunyai 
kewajiban dalam upaya terciptanya kelancaran lalu lintas, ketertiban, serta keamanan 
bagi pengguna jalan. Kegiatan penjagaan tersebut pada dasarnya tidak hanya dilakukan 
pada saat jam-jam sibuk, tetapi juga setiap saat sesuai dengan jam petugas lalu lintas 
tersebut bertugas, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengatur jalur lalu lintas, 
khususnya di daerah yang padat dan rawan kecelakaan, selain itu kegiatan ini juga 
bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. 
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Penjagaan lalu lintas dilakukan dengan cara menerapkan anggota satlantas 
kepolisian di pos-pos penjagaan yang dianggap rawan akan kemacetan dan pelanggaran 
lalu lintas, oleh karenanya petugas kepolisian yang di tempatkan di pos tersebut 
berperan penting dalam upaya terciptanya kelancaran lalu lintas serta meminimalisir 
terjadinya angka pelanggaran lalu lintas. Pembangunan pos penjagaan lalu lintas sangat 
penting dalam upaya kelancaran dan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu 
lintas, oleh karenanya sangat penting dalam pos penjagaan lalu lintas tersebut juga di 
tempatkan  dan dilengkapi dengan alat pengendali isyarat lalu lintas, apalagi bila daerah 
tersebut sangat rawan dengan angka kecelakaan lalu lintas. 
Upaya menciptakan ketaatan berlalu lintas tidak hanya terbatas pada penjagaan 
lalu lintas yang dilakukan oleh petugas satlantas, tetapi juga perlu adanya bentuk 
penyadaran dan pencegahaan berlalu lintas, dimana bentuk penyadaran dan pencegahan 
tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye berlalu lintas. 
Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan berkala, dimana kegitan tersebut biasanya 
dilakukan dalam waktu 3 bulan sekali sebagai pengenalan dan pemahaman tentang tata 
cara berlalu lintas yang baik dan benar. Kegiatan penyadaran dan pencegahan berlalu 
lintas dilakukan dalam bentuk sosialisasi ketaatan berlalu lintas, seperti penyalaan 




Adanya program larangan menerobos serta menghambat laju kendaraan di lampu 
merah, merupakan upaya petugas Satlantas untuk menertibkan dan memberikan 
kelancaran di jalan raya. Upaya tersebut apabila dapat ditegakan maka kalancaran dan 
kepatuhan berlalu lintas akan tercipta, selain itu penghambat laju kendaraan seperti, 
berhenti sembarangan di jalur kendaraan yang telah diberi rambu peringatan, maka 
harus dipatuhi agar kemacetan dan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dihindari. 
Penerapan dari program menaati marka jalan ini dimaksudkan agar pengemudi 
kendaraan untuk taat pada saat berhenti di lampu merah, dimana pengendara untuk tidak 
melanggar garis batas yang telah ditentukan di jalan raya. Hal tersebut dimaksudkan 
agar kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah untuk tetap berhenti secara tertib 
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sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di jalan. Kendaraan yang berhenti 
dengan menaati marka jalan, maka tidak secara langsung telah memberikan hak bagi 




Penerapan program mengemudikan kendaraan yang sehat dan 
lengkapdilaksanakan secara rutin dan berkala, di saat petugas satlantas melaksanakan 
operasi atau razia kendaraan. Pelaksanaan program ini dimaksudkan agar memberikan 
rasa tanggung jawab bagi pengemudi kendaraan untuk tetap memperhatikan kondisi 
kendaraan, bagaimanapun kondisi kendaraan yang sehat akan memberikan kenyamanan 
serta keselamatan bagi pengemudinya. 
Program pembuatan surat izin (SIM) bagi pelajar dimaksudkan agar setiap 
pelajar yang di anggap telah sesuai dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh 
Undang-undang untuk memiliki surat izin mengemudi, hal tersebut dimaksudkan agar 
pelajar saat berkendara telah memiliki kelengkapan berupa izin berkendara, dimana bagi 
pelajar yang telah memiliki surat izin mengemudi di anggap telah mampu 
mengendarakan kendaraan secara benar. 
Program ini diterapkan agar pengguna jalan semakin mudah dalam menaati 
rambu-rambu lalu lintas, oleh karenanya tidak ada alasan bagi pengemudi kendaraan 
untuk melanggar. Penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas secara 
langsung juga akan memberikan dampak bagi kelancaran lalu lintas, karena adanya 
rambu-rambu lalu lintas tersebut pengemudi kendaraan tersebut akan menaati rambu-
rambu lalu lintas, sehingga kemacetan dan pelanggaran lalu lintas dapat dihindari. 
Kegiatan penjagaan dan pengawalan patroli biasanya dilakukan oleh beberapa 
anggota kepolisian dengan menggunakan mobil patroli untuk berkeliling di wilayah 
daerah hukum Polres Sragen, hal tersebut bertujuan untuk melihat keadaan daerah 
tersebut apakah terjadi kemacetan atau pelanggaran lalu lintas apa tidak, apabila terjadi 
kemacetan atau pelanggaran lalu lintas maka kepolisian akan turun tangan untuk 
mengurai kemacetan dan pelanggaran lalu lintas tersebut. 
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Kegiatan Satlantas Polres Sragen dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas 
adalah dengan melakukan upaya pencegahan secara represif. Pencegahan tersebut di 
lakukan dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:
22
 
Penegakan ketaatan dalam berlalu lintas salah satunya dilakukan dengan adanya 
tilang oleh pihak kepolisian. Pemberian surat tilang dilakukan bagi pengemudi 
kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas baik pelanggaran kelengkapan surat-
surat kendaraan, ataupun  marka jalan. 
Penegakan pelanggaran lalu lintas dalam tilang salah satunya dengan cara 
penyitaan. Penyitaan dilakukan apabila pengendara kendaraan tidak dilengkapi dengan 
surat-surat kendaraan yang berlaku, serta tidak memiliki surat izin mengemudi. 
Penyitaan ini dimaksudkan agar memberikan efek jera bagi pengendara yang tidak 
memenuhi kelengkapan berkendara, oleh karenanya wajib bagi pengguna kendaraan 
untuk melengkapi kendaraan yang akan dipakai. 
Penegakan pelanggaran berlalu lintas oleh pihak kepolisian dapat dilakukan 
dengan memberikan teguran. Teguran ini dilakukan kepada pelanggar lalu lintas, yang 
biasanya pelanggaran ini dilakukan oleh anak yang masih di bawa umur. Pelaku 
pelanggaran tersebut di suruh untuk membuat suatu surat pernyataan untuk tidak 
mengulangi perbuatan yang sama dengan cara membuat surat pernyataan tertulis. 
Berdasarkan upaya yang telah dilakukan oleh Satlantas Polres Sragen diatas 
maka sebenarnya sudah memperlihatkan upaya yang dilakukan oleh petugas untuk 
berupaya melakukan pencegahan dan penindakan secara langsung terhadap pelaku 
pelanggar lalu lintas. Pencegahan secara preventif dan represif telah di upayakan 
semaksimal mungkin oleh petugas Satlantas Polres Sragen, tetapi pencegahan tersebut 
tidak akan berarti apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat pengguna jalan itu 
sendiri, untuk menaati dan mematuhi tata tertib lalu lintas secara benar. Ibu Sukmawati 
A, S.pd, M.H selaku Kepala Satuan Lalu Lintas di Polres Sragen, juga mengatakan 
bahwa kesadaran berlalu lintas untuk selalu menaati tata tertib yang ada, seharusnya 
bukan lagi hanya menjadi kewajiban, melainkan menjadi suatu kebutuhan oleh 
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masyarakat yang sudah menjadi budaya keselamatan berpengendara.
23
Penegakan 
hukum yang tegas dengan di ikuti oleh kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas akan 
menjadi suatu solusi yang tepat untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi di 




Pertama, Kendala yang menyebabkan masyarakat tidak taat pada aturan hukum 
berlalu lintas di wilayah daerah Sragen, di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari 
faktor masyarakat pengemudi kendaraan itu sendiri, maupun dari faktor penegak 
hukumnya yang dalam hal ini pihak kepolisian. Terjadinya pelanggaran lalu lintas 
terkait faktor manusia adalah kurangnya perhatian dari masyarakat untuk mematuhi 
peraturan-peraturan lalu lintas, sedangkan dari pihak kepolisian adalah ketegasan dari 
aparat kepolisian dalam menegakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. 
Kedua, Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak 
kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan 
di Kabupaten Sragen yaitu melalui upaya preventif (pencegahan) dengan pemasangan 
rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan 
demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta 
melakukan patroli secara rutin. Sedangkan upaya represif (penindakan) adalah bertujuan 
untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan upaya 
pembinaan yang dilakukan pihak kepolisian saat melakukan penilangan. 
 
Saran 
Pertama, Salah satu kendala penanggulangan pelanggaran lalu lintas adalah 
kurangnya perhatian dari masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, 
maka diharapkan pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sebaiknya 
meningkatkan kegiatan patroli lalu lintas dengan tujuan agar masyarakat lebih 
berdisiplin diri dalam kegiatan berlalu lintas. Selain itu pihak kepolisian juga 
diharapkan sebaiknya meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada 
seluruh lapisan masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. 
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Kedua, Peran Paralegal dalam melakukan pendampingan terhadap korban 
kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat korban melakukan pelaporan dan 
pemeriksaan hingga pada saat korban melakukan persidangan dan selesai nya proses 
hukum tersebut. Pendampingan yang di berikan Paralegal dimaksudkan agar korban 
mendapatkan perlindungan dan ketenangan baik secara psikis maupun psikologis, serta 
tidak mengalami kebingungan pada saat menghadapi proses hukum. 
Bagi masyarakat khususnya sebagai pengemudi kendaraan bermotor untuk lebih 
meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum dalam bentuk meningkatkan 
pengetahuan berlalu lintas yang baik dan benar, guna untuk mencegah dan mengurangi 
terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga di perlukan ketaatan masyarakat dalam 
menaati peraturan yang ada yang di mulai dari kesadaran diri kita sendiri untuk 
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